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Hamzah (ء) yang terletak    a a   a a              a   a  a  a 
        a  a a a        a  a       a         a  a a     a       a a         
    a   a  a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى    
xiv 
 
fatḥah  a   ā‟ ai a dan i 
 
 َو ى 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 













..... | َا َى.  
fatḥah dan alif 
atau  ā‟ 
ā a dan garis di atas 




ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Ma  ūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau 
mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
xv 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini 
dilambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi 
(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi        a  a      a   a             hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 
kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya kata Al-Q  ‟a (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
xvi 
 
munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al- a ā a  (الله) 
Ka a “A  a ”  a      ahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada 
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal 
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 












Nama               : Dharmawangsa 
Nim                  : 10200114105 
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam  
Skripsi ini membahas mengenai Pembinaan Narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Adapun 
pokok masalah adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah 
Tahanan Negara K a  IIB Ma    ”  a      a    a a       a a      a a a  
yaitu: 1). Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene? 2). Bagaimana pandangan Narapidana terhadap 
Pelaksanaan pembinaan?  
Penelitian ini termasuk penelitian Field Research Kualitatif atau penelitian 
lapangan kualitatif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan yuridis, 
      a a              a        a a    a ‟             a     a  a   a       a   
dalam pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene. Hasil 
penelitian ini diperoleh dari data primer melalui observasi dan wawancara 
langsung dengan narasumber yaitu pihak pegawai RUTAN, Narapidana dan 
Masyarakat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pelaksanaan pembinaan 
Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene mengacu pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang 
diterapkan untuk Narapidana adalah berupa pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian. 2) Pandangan Narapidana bahwa kegiatan dan pola 
pembinaan yang dilakukan pihak RUTAN sangat baik dan menarik karena 
pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian dan 
keterampilan kerja. Pembinaan yang diberikan antara lain membaca Al-Quran, 
membuat kerajinan tangan, olahraga dan kegiatan pramuka. 
Implikasi dari penelitian adalah: 1). Untuk meningkatkan kualitas 
pembinaan, pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberi dukungan untuk 
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada baik dari sarana dan prasarana, 
kuantitas dan kualitas pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan lebih baik. 2). 
Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengingat semakin meningkatnya 
angka kejahatan di wiliyah Kabupaten Majene, diharapkan dapat memberikan 
lahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di daerah Majene 
dikarenakan RUTAN Klas IIB Majene sudah over kapasitas. Dan seharusnya 
Narapidana dibina dalam LAPAS agar lebih efektif pembinaan yang dilakukan. 
3). Selanjutnya penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada mantan 
Narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan mau menerima kembali mantan 
Narapidana serta memberikan kesempatan bagi mantan Narapidana untuk 
menujukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari 






A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan 
dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun 
dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu ketertiban, 
keamanan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan lain sebagainya.  
Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau 
suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses (process) untuk 
mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang 
saling bertentangan. Proses itu pada akhirnya melahirkan keseimbangan-
keseimbangan baru membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang 
lebih baik dengan keseimbangan-keseimbangan baru.1 
Begitu pun dengan hukum pidana, hukum pidana bertujuan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan 
yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. 
Menurut Bambang Poernomo bahwa hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum dan aturan pidananya.2 
Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena 
merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang 
telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti 
menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya
                                                 
1Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 36-37. 





tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.3 
Perkembangan tentang penjatuhan pidana sekarang ini mengalami 
ketidakpuasan dan rasa frustasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada, karena 
dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai, 
yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam 
prakteknya tidak pernah bisa dicapai, disebabkan para penegak hukum selalu 
terjadi pergolakan antara keadilan dan kepastian hukum dan juga kemanfaatan 
hukum yang tidak pernah bertemu dalam tataran ideal. Sehingga pemidanaan 
hanya merupakan cerminan dari nilai-nilai dan sebagai alasan untuk memenuhi 
hasrat pembalasan semata. 
Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata 
menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu. 
Keberadaan sanksi itu juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku tindak 
pidana. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak 
bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenangkan merendahkan martabat 
manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan 
bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga 
perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. 
Salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan adalah pidana 
penjara. Deskripsi mengenai praktik pemenjaraan secara objektif akan 
mengikutsertakan banyak aspek. Mulai dari bangunan yang di desain khusus, 
hukum atau regulasi yang mengatur fungsi dari penjara, bekerjanya birokrasi dan 
petugas, hingga perlakuan (rehabilitasi/reformasi). Selain itu, narapidana juga 
                                                 
3Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 




membentuk pola kehidupan yang khas, berbeda dari kehidupan masyarakat di luar 
penjara. Dalam studi-studi sosiologis terhadap kehidupan penjara, pola kehidupan 
yang khas tersebut dimaknai sebagai budaya penjara. Pola interaksi antar 
penghuni serta struktur masyarakat yang terbentuk juga menjadi subjek tersendiri 
yang diperhatikan saat mendeskripsikan praktik pemenjaraan. Termasuk 
penyimpangan atau pelanggaran disiplin oleh otoritas, pola pemenuhan kebutuhan 
biologis, kekerasan antar narapidana, hingga peredaran narkotika, perjudian dan 
senjata.4 
Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan 
kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap 
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalananya, 
sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya 
terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-
upaya perbaikan ke arah yang manusiawi. Maka pidana penjara banyak 
menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya 
dampak negatif yang timbul dengan penerapan pidana penjara tersebut.  
Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang 
menjernihkan pemahaman tentang hakekat pemidanaan sebagai tanggung jawab 
subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara 
berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori 
pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan 
dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum 
terpidana.5 Secara kemanusiaan, pemidanaan adalah bagian dari sistem peradilan 
                                                 
4Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Geneologis Terhadap 
Pemenjaraan (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 88. 
5M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System 
& Implementasinya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 80. 
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pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi 
manusia dan melindungi kepentingan masyarakat serta negara, dengan bentuk 
penjatuhan pidana oleh hakim. Sekalipun telah diadakan upaya-upaya pembaruan 
dan perbaikan atas peraturan dan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, 
namun pada kenyataannya tetap saja keburukan-keburukan pidana perampasan 
kemerdekaan membayangi pemidanaan. 
Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang 
dinamakan dengan sistem pemasyarakatan dan dibina dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). Dahulu, LAPAS disebut rumah penjara, yakni tempat 
dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim 
itu harus menjalankan pidana mereka.6 
Sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 
1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk 
undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada 
tahun 1995 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu 
cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, 
khususnya pidana penjara, dengan cara mendidik, membimbing dan mengarahkan 
narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana. Sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat 
kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan 
negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi. 
Pembinaaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari 
sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
                                                 
6Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), h. 226. 
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Pemasyarakatan dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah 
untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat 
diterima kembali di dalam masyarakat. 
Pasca munculnya pemasyarakatan pada tahun 1964, diperlukan waktu 
lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang 
Pemasyarakatan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana pemenjaraan di 
Indonesia masih menjadikan reglemen penjara sebagai pedoman. Hal ini di satu 
sisi tidak mengundang masalah karena secara prinsip telah ada komitmen besar 
untuk Pemasyarakatan yang jauh berbeda dengan prinsip pemenjaraan. Namun di 
sisi lain, lamanya rentang waktu untuk dibuatnya Undang-Undang khusus tentang 
Pemasyarakatan memperlihatkan lemahnya perhatian proses politik, di legislatif 
dan eksekutif pada masa itu.  
Perkembangan lainnya pasca munculnya pemasyarakatan yang juga 
penting nilainya adalah difungsikannya unit-unit pelaksanaan teknis 
pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Seiring dengan munculnya 
pemasyarakatan pada tahun 1964, tugas besar yang ingin diemban adalah 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Rumah tahanan misalnya, selain 
melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum 
untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan 
Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan 
yang memanusiakan manusia, serta Balai Pemasyarakatan yang mengupayakan 
pertimbangan-pertimbangan proporsional bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum di muka pengadilan.  
Selain mencatat sejumlah kemajuan, semenjak tahun 1980-an, 
Pemasyarakatan mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik 
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masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah organisasional. 
Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah semakin 
rendahnya kemampuan daya tampung lembaga pemasyarakatan, pelarian, 
kerusuhan, kekerasan, dan rendahnya kemampuan dalam memenuhi hak-hak 
narapidana.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
lanjut dan mengadakan penelitian tentang “Pembinaan Narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Penelitian ini berfokus pada Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) Klas IIB Majene. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 
sejauhmana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene. 
2. Deskripsi Fokus 
Agar pembaca nantinya lebih memahami secara jelas masalah yang 
dimaksud untuk menghindari perbedaan persepsi, maka Penulis memberikan 
batasan pengertian yang dianggap perlu dalam judul diatas. 
a. Tinjauan adalah memahami dengan cermat atau memeriksa suatu 
pandangan atau pendapat. 
b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari 
hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi 
Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli 
hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara 
yang telah ditentukan.7 
                                                 
7Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 211. 
7 
 
c. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.  
d. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di LAPAS. 
 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Tinjauan 
Tinjauan adalah memahami dengan cermat atau 
memeriksa suatu pandangan atau pendapat. 
Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan 
disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat 
dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, 
dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau 
ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk 
berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan 
Pembinaan 
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani Narapidana 
Narapidana 
Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani 






C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan 
skripsi ini yaitu “ Bagaimana Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Majene” yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene? 
2. Bagaimana pandangan Narapidana terhadap Pelaksanaan Pembinanaan di 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan dan teori 
dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang 
relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut : 
M. Ali Zaidan dalam bukunya “Menuju Pembaruan Hukum Pidana”. 
Dalam buku ini membahas aspek sanksi dalam hukum pidana, yakni pidana 
perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan merupakan bentuk hukuman 
yang dijatuhkan kepada seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat 
tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi pada suatu 
tempat berdasarkan kehendaknya sendiri. Dalam buku ini tidak dijelaskan 
bagaimana tujuan pemidanaan itu. Sedangkan dalam skripsi ini dijelaskan 
masalah tujuan pemidanaan dan pidana penjara sebagai pidana utama yang 
diterapkan di Indonesia. Pidana penjara kemudian dikenal dengan istilah 
pemasyarakatan. 
Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya “Hukum Pidana 
Islam-Fiqh Jinayah”. Dalam buku ini membahas masalah sumber-sumber hukum 
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pidana Islam yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Selain itu, juga 
dijelaskan masalah konsep pemidanaan dalam Islam. Hal ini sangat relevan 
dengan skripsi yang akan penulis bahas.  
M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - 
Ide Dasar Double Track System & Implementasinya”. Dalam buku ini dijelaskan 
hubungan penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan serta perspektif filsafat 
tentang pemidanaan. Dalam buku ini banyak membahas masalah sanksi pidana 
dan sanksi tindakan. Sesuai dengan skripsi ini yang akan membahas masalah 
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai penerapan dari sanksi pidana dan 
tindakan pidana. 
Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana - Memahami 
Perlindungan HAM dalam Proses Penahan di Indonesia”. Dalam bukunya 
membahas proses hukum acara pidana, khususnya membahas maslalah 
perlindungan Hak Asasi Manusia sejak seseorang dilakukan penahanan sampai 
pada proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun buku ini 
tidak menjelaskan tujuan pemasyarakatan . Sedangkan dalam skripsi ini diuraikan 
tentang tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan.   
Dwidja Priyatno dalam bukunya “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di 
Indonesia”. Dalam bukunya membahas masalah efektivitas pidana penjara. 
Efektivitas pidana penjara bisa dilihat dari beberapa aspek yakni, efektivitas 
pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Suatu pidana dapat 
dikatakan efektif apabila dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Selanjutnya 
efektivitas pidana penjara ditinjau dari aspek perbaikan pelaku. Salah satu tolak 
ukur dari aspek perbaikan pelaku adalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai 
pengaruh terhadap terpidana. Tapi dalam buku ini tidak dijelaskan bagaimana 
proses pelaksanan pembinaan para terpidana selama menjalani masa tahanan di 
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LAPAS atau RUTAN. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian tentang 
Pelaksanaan Pembinaan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Nur Khalisah Naisy dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam skripsi ini membahas tentang 
pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip hak 
asasi manusia. Proses pembinaan warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan 
sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan 
mengacu kepada UUD 1945 pasal 28, 28A-28J, Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata 
Tertib LAPAS dan RUTAN. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini yakni, 
dalam skripsi Nur Khalisah Naisy fokus pada pola pembinaan warga binaan 
sedangkan dalam skripsi ini akan berfokus pada Pelaksanaan Pembinaan 
Narapidana perspektif Hukum Islam.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene. 
2. Untuk mengetahui pandangan Narapidana terhadap Pelaksanaan 
Pembinanaan. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teori dan 
pengetahuan umum tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Indonesia, 
khususnya di daerah Majene. 
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2. Secara Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Secara terperinci, hasil penelitian 
diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 
a. Salah satu syarat bagi Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum untuk 
mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak 
terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan Pelaksanaan 
Pembinaan Narapidana. 
c. Bagi Narapidana, agar dapat memahami tentang Pelaksanaan Pembinaan 
Narapidana khususnya di Indonesia. Dengan memahami hal ini diharapkan 
mereka dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran tertentu 






A. Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Istilah hukum Islam adalah merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 
terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-
syari’ah al-Islamy. Kemudian Mardani menjelaskan, bahwa dalam literatur 
hukum dalam Islam maupun dalam Al-Quran tidak ditemukan lafadz hukum 
Islam. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah dan 
yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term 
“Islamic Law”dan literatur Barat.8 
Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah 
yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah 
laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 
diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti 
hukum-hukum yang diperintakan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh 
seorang Nabi dan Rasul, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 
maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa 
berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Islam 
bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan 
ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah 
SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia 
dengan sesama manusia.9 
                                                 
8Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 307. 
9http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ucweb-mini-b-
bookmark&oq=Pengertian+Hukum+Islam+dan+Sum&aqs=mobile-gws-
lite.0.0l5&q=pengertian+hukum+islam+dan+sumber+hukum+islam (Diakses pada Oktober 2018). 
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Adapun pengertian hukum Islam dalam makna fiqih Islam adalah hukum 
yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-
Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para 
ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-
cara yang telah ditentukan.10 
Di dalam hukum Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem 
hukum yang berlaku sebagai hukum positif, hal ini dikarenakan banyak pedagang 
dari timur datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga 
membina dan membangun keluarga dengan orang asli Indonesia sehingga lahirlah 
keturunan. Selain itu, banyak orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke 
timur tengah untuk mempelajari agama Islam kemudian kembali membawa ajaran 
tersebut. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di negara 
Indonesia selain sistem hukum barat. Kedudukan hukum Islam di Indonesia tidak 
secara penuh dilakukan melainkan hanya sebatas perkara muamalah seperti 
perkawinan, zakat, waris, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh masa kolonial 
dimana Belanda menjajah kekayaan nusantara, mulai berpikir untuk menjajah 
budaya dan tradisi dengan memberlakukan hukum positif negara Belanda ke 
negara Indonesia sehingga menggeser hukum Islam didalam masyarakat.11 
2. Sumber-Sumber Hukum Islam 
Ada empat sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan 
Qiyas. Urutan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Al-
Quran berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syariat Islam, As-
                                                 
10Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 211. 
11http://isikepalakachfi.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-sumber-hukum-
islam.html?m=1 (Diakses pada Oktober 2018). 
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Sunnah sebagai sumber yang kedua, Ijma atau konsensus sebagai sumber ketiga 
dan Qiyas atau analogi sebagai sumber keempat.12 
a. Al-Quran 
Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber yang utama diturunkan Allah 
SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, dan divisualkan dalam 
bentuk huruf Arab kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi 
ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makkiyah dan sebagian 
ayat yang diturunkan di kota Madinah atau ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran terdiri 
atas 114 surah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas dan 
terbagi dalam tiga puluh juz. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan 
sumber ajaran Islam, sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan yang 
paling utama. Landasan dan dalil bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum 
pertama dalam Islam adalah banyaknya ayat Al-Quran yang menetapkan 
demikian.13 Allah berfirman dalam QS Al-Isra/17: 9 yang menyatakan bahwa Al-
Quran sebagai sumber utama bagi ketentuan hukum Islam : 
                     
            
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.14 
Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi 
orang-orang yang beriman. Menurut ulama ushul fiqh, ayat ini dapat dimaknai 
                                                 
12Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2016), h. 56. 
13Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 115. 
14Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 283. 
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bahwa Al-Quran menjadi patokan atau kaidah dan tatanan hukum untuk manusia 
dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut peraturan atau 
hukum-hukum Allah SWT. Menurut Moenawar Cholil, Al-Quran adalah landasan 
amaliah manusia yang paling sempurna dengan penjelasan yang sempurna dari 
Rasulullah SAW  yang tidak pernah menjelaskannya dengan hawa nafsu, kecuali 
atas dasar wahyu dari Allah SWT.15  
b. As-Sunnah 
As-Sunnah atau hadis adalah sumber kedua dimana ajaran-ajaran Islam 
diambil. As-Sunnah secara harfiah berarti suatu sarana, suatu jalan, aturan, cara 
untuk berbuat atau cara hidup. As-Sunnah juga berarti metode atau contoh dalam 
arti aslinya, As-Sunnah menunjuk pada perbuatan-perbuatan dan hadis perkataan-
perkataan dari Nabi Muhammad SAW tetapi dalam pelaksanaan, keduanya 
mencakup satu hal yang sama dan diterapkan bagi praktik, perbuatan dan 
perkataan Nabi Muhammad SAW.16 
As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, didasarkan 
pada ayat-ayat Allah dalam QS An-Nisa/4:59 sebagai berikut : 
 
                              
                         
              
Terjemahnya : 
                                                 
15Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 117-118. 
16Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2016), h. 62. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.17 
Dalam ayat lain dijelaskan dalam QS Al-Maidah/5: 92. 
 
                             
           
Terjemahnya : 
Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) 
dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat 
Allah) dengan jelas.18 
 Ayat diatas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah harus diikuti 
dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Siapa pun yang taat kepada Rasulullah 
berarti telah taat kepada Allah. Secara logika, ketaatan kepada Allah adalah 
mengikuti semua perintah-Nya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. 
Perintah-perintah-Nya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran. Dengan 
demikian, ketaatan kepada Rasulullah SAW berarti mengikuti sunnah-sunnahnya. 
Semua yang menjadi sunnah adalah personifikasi perilaku Rasulullah SAW yang 
terjaga dan terpelihara dari berbagai kesalahan. 
Berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat 
dari wujud ajaran Islam, Rasulullah SAW merupakan tokoh sentral yang sangat 
dibutuhkan, bukan sekedar membawa risalah ilahiah dan penyampai ajaran Islam 
yang ada di dalamnya. Beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang 
dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, memerinci, atau memberi contoh 
                                                 
17Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 87. 
18Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 123. 
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pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui Al-Quran. Oleh karena itu, 
kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan syariat sekaligus sebagai 
dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah Al-Quran 
disebut dengan sunnah atau hadis.19        
c. Ijma 
Ijma merupakan sumber hukum ketiga dalam hukum Islam yang berarti 
suatu konsesnsus dari banyak fukaha Muslim pada suatu masa mengenai suatu 
pertannyaan hukum. Suatu defenisi lain dikemukakan Audah yang menyebut 
bahwa ijma berarti persetujuan dari semua fukaha Islam terhadap suatu ketentuan 
syariah pada setiap waktu setelah Rasulullah SAW tiada. Audah lebih jauh 
menjelaskan daya mengikat dari dari ijma ini, yaitu jika seluruh fukaha Islam 
setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada satu dan 
waktu yang sama atau berbeda, persetujuan yang dicapai akan mnegikat untuk 
semua mukmin dan diperlakukan sebagai bukti final dan positif dari ketentuan 
itu.20 
Ijma merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk dan 
mengungkapkan kompleks kepercayaan dan praktik kaum muslim. Pada waktu 
yang sama, ijma juga merupakan faktor yang paling membingungkan dalam 
batasan-batasan formasinya. Ijma adalah suatu organis, dan seperti suatu 
organisme yang berfungsi sekaligus tumbuh pada setiap saat. Ijma memiliki 
kekuatan dan validitas fungsional yang tinggi, dalam arti bersifat “final”. Akan 
tetapi, pada saat yang sama juga mencipta, mengasimilasi, memodifikasi, dan 
menolak unsur-unsur dari luar dirinya. Itulah sebabnya, pembentukannya tidak 
                                                 
19Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 135. 
20Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2016), h. 64. 
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dapat dilembagakan dalam bentuk apapun. Kelompok ulama dan ahli hukum yang 
tumbuh dengan cepat pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dan ke-2 Hijriah atau 
8 Masehi dan masa-masa selanjutnya dapat membahas dan merumuskan hasil-
hasil ijtihad mereka yang sangat berpengaruh, terutama bila mereka bersesuaian 
pendapat (atau lebih tepatnya kebetulan bersesuaian dan ini disebut ijma para 
ulama). Akan tetapi, pembentukan ijma tidak dapat dilakukan dalam ruang 
diskusi. Pembentukan ijma lebih condong pada opini publik yang cerdas, yang 
dalam pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya, perumusan aliran-aliran 
merupakan faktor paling berpengaruh terhadap keberadaan ijma yang 
dimaksudkan. Kewajiban umat Islam mengikuti ijma karena keputusan yang 
dihasilkan dari produk ijma tidak dilakukan semena-mena, mempunyai sandaran, 
dan berpijak pada sumber-sumber terdahulu. Ijma harus ditegakkan di atas aturan-
aturan yang umum serta roh syariat. Oleh karena itu, meskipun pendapat tersebut 
keluar dari berbagai negeri dan bangsa yang berbeda, kebulatan pendapat tersebut 
menunjukkan loyalitas ulama terhadap kebenaran syariat.21 
d. Qiyas 
Apabila menghadapi masalah kontemporer tidak menemukan ketentuan 
hukumnya dalam Al-Quran, sunnah Rasul, ataupun ijma, cara menyelesaikannya 
dengan mengikuti ketentuan yang telah ada (telah diketahui) hukumnya di dalam 
Al-Quran ataupun As-Sunnah, kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan 
yang telah ada hukumnya dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara 
analogis. Cara semacam ini terminologi fiqh disebut qiyas. Banyak ulama 
menganggapnya sebagai sumber hukum yang keempat. Qiyas berasal dari kata 
qasa, yaqisu, qaisan, artinya mengukur dan ukuran. Kata qiyas diartikan ukuran 
                                                 
21Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 142. 
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sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu 
dengan yang lain atau penyaman sesuatu dengan yang sejenis.22 
Menurut Shibab al-Din al-Khurafi, seorang ahli metode-metode dalam 
fikih, qiyas adalah menerapkan dapat dipakainya suatu ketentuan dalam satu 
kasus terhadap kasus lain atas dasar kesamaan dalam hal sifat dengan ketentuan 
pertama tadi. Sementara itu menurut Abdul Qadir Audah, qiyas berarti 
menghubungkan suatu problem yang tidak diterapkan dalam syariah dengan suatu 
problem  yang sudah ada ketentuannya atas dasar secara umum sebab dari kedua 
problem itu sama.23 
Syarat utama dalam pendekan analogi atau qiyas adalah adanya persamaan 
illat hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan 
logika induktif, karena dari kasus khusus ditarik pada kasus yang sifatnya umum. 
Dalam qiyas ada proses generalisasi sehingga memerlukan penalaran yang serius 
dan proses analisis ke berbagai sudut pandang, mulai pemaknaan bahasa, 
pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki 
indikasi yang serupa.24 
Illat adalah sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya illat hukum, 
proses mempersamakan ketentuan hukum dilakukan. Oleh karena itu, digunakan 
logika induktif, bukan deduktif. Karena sifat hukum yang melekat pada ashl 
merupakan hakikat hukum ashl yang secara ontologis hanya berlaku untuk hakikat 
dirinya sendiri dan berlaku khusus, dengan pendekatan qiyas, hukum ashl dengan 
illat-nya diambil alih untuk masalah yang berbeda, tetapi dipandang memiliki illat 
                                                 
22Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 143. 
23Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2016), h. 65. 
24Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 148. 
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yang sama, dan terjadilah upaya mempersamakan hukum. Cara kerja logika 
demikian merupakan proses generalisasi hukum. Oleh karena itu, ketentuan 
hukum untuk ashl tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi termasuk untuk 
masalah lain (cabang) yang memerlukan ketentuan hukum.
25
    
B. Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi 
yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak 
hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda 
terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah 
meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (punishment/bijzondere leed).26 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada seseorang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dipidana. 
Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 
atas akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan 
sengaja oleh negara atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang 
berwenang) dalam hal ini hakim dan pidana dikenakan kepada seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.Wujud-wujud penderitaan 
yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik 
mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara 
menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 
                                                 
25Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 149. 
26M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4. 
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KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam 
menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam 
hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih 
sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tadi. Hal ini 
berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara 
dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara dalam 
rangka negara menjalankan fungsi penegakan hukum pidana.27 
Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi 
berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan 
dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum 
yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang 
tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. 
Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan 
perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau 
kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, 
pembentuk undang-undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif 
untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum 
yang diancamkan kepada pelanggar.28 
Namun demikian, dalam prakteknya pembentuk undang-undang seakan 
berhadapan dengan keadaan tanpa alternatif, sehingga pilihan selalu dijatuhkan 
kepada sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Soedarto, dalam kedua 
hal tersebut terdapat hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses 
penetapan perbuatan untuk dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang 
                                                 
27Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014), h. 24. 
28M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.11. 
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menyangkut jenis sanksi yang akan diancamkan maupun yang akan dijatuhkan, 
merupakan wilayah penegakan hukum.29 
Dari sini terlihat bahwa sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan 
merupakan keadaan yang tidak dapat dielakkan. Tidak ada alternatif lain, kepada 
si pelaki harus dijatuhi pidana yang berat berupa perampasan kemerdekaan 
sebagaimana ditentukan KUHP. Justru penggunaan cara lain melalui hukum 
perdata seperti ganti kerugian atau hukum adminstrasi negara berupa pencabutan 
izin atau pemecatan merupakan ketidakadilan karena antara perbuatan dan sanksi 
tidak terdapat kesebandingan. 
2. Tujuan Pemidanaan 
Terdapat banyak teori mengenai tujuan pemidanaan yang dikenal sebagai 
teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya penderitaan berupa 
pidana terhadap seseorang. Tujuan pemidanaan di Indonesia harus sesuai dengan 
falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh 
warga negara. 
Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan adanya 3 
macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut 
(vergelding theorien), teori relatif (doel theorien), dan teori gabungan 
(vernengings theorien). Teori tersebut mengkaji tentang alasan pembenar 
penjatuhan pidana. 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergelding Theorien) 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Menurut teori 
absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa 
                                                 
29Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni Bandung, 1981), h. 106 
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tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, 
tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatukannya pidana.30 
Karl O. Cristiansen mengemukakan ciri pokok atau karakteristik teori 
absolut yaitu : 
1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. 
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 
sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. 
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. 
5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan 
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyaratkan 
kembali si pelanggar. 
Pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat 
bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna 
memberi imbangan agar tercipta ketertiban hukum. Dasar pijakan teori absolut 
dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal kepada 
penjahat, karena itu teori ini juga disebut pembalasan.Tujuan pemidanaan adalah 
menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai 
pembalasan.31 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doel Theorien) 
Teori ini mengemukakan bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, 
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana 
                                                 
30Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 24  
31Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja 
Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 
2009), h. 70  
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bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 
yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu toeri inipun sering juga disebut teori 
tujuan (utilitarian theory).
32
 Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada 
tujuannya. 
Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan 
yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhan pidana bukan 
hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya.33Teori 
relatif melihat pada sifat berbahayanya pribadi si pelaku kejahatan dan terhadap 
mereka yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sama, 
karena itu dalam teori ini dikenal istilah prevensi khusus dan prevensi umum. 
 Toeri-teori relatif, baik teori prevensi umum maupun teori prevensi 
khusus, tidak memandang penjatuhan pidana sebagai suatu konsekuensi atas 
kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu, melainkan untuk 
mencegah terulangnya kejahatan. Teori prevensi menganggap bahwa kesalahan 
seseorang berada diluar perhatiannya. Pidana merupakan sarana untuk mencegah 
kejahatan di masa mendatang. Perbuatan manusia bukan menjadi dasar hukum 
atau alasan untuk menjatuhkan pidana, melainkan hanya dianggap sebagai 
keadaan yang menimbulkan pidana. Tindak pidana merupakan petunjuk tentang 
adanya keadaan bahaya, untuk itu negara harus melakukan reaksi berupa 
penjatuhan pidana. 
Karl O. Cristiansen mengemukakan ciri pokok atau karakteristik teori 
relatif yaitu : 
                                                 
32Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 25. 
33Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja 
Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 
2009), h. 72. 
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1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention). 
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 
si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat 
untuk adanya pidana. 
4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan. 
5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 
unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat 
diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. 
c. Teori Gabungan (Vernenggings Theorien) 
Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, 
terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan 
pembalasan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang 
atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai alat pencegahan 
agar tidak tejadinya tindak pidana yang sama. Menentukan titik temu dari kedua 
pandangan tersebut memerlukan formasi baru dalam sistem atau tujuan 
pemidanaan. Untuk itu lahirlah sebuah teori gabungan yang menganggap 
pembalasan sebagai asas dalam hal tindak pidana dan pidana seharusnya juga 
melakukan perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan harus adanya 
prevensi, baik itu prevensi umum atau prevensi khusus. 
Dalam konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap 
pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam undang-
undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Dalam 
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setiap tahap peradilan pidana perlu ada asas-asas tertentu yang diprioritaskan. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa teori gabungan atau integratif mengutamakan 
pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan 
sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam 
menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan 
masyarakat yang tertib dan damai.34 
Dari sekian banyak pendapat para ahli hukum yang menganut teori 
gabungan atau integratif tentang tujuan pemidanaan, Muladi cenderung untuk 
mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan 
pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Tindak pidana 
merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam 
kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun 
masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk 
memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak 
pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, 
dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 
kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah pencegahan 
(umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat 
dan pengimbalan atau pengimbangan.35 
Namun ditegaskan oleh Muladi bahwa ada suatu catatan khusus yang 
harus dipandang tercakup (implied) di dalam perangkat tujuan pemidanaan 
tersebut, yaitu : 
                                                 
34Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja 
Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 
2009), h. 76-77 
35Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 28  
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1) Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung 
aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini 
vergelden harus diartikan bukannya membalas dendam (legalized 
vengeance revenge or retaliation) tetapi pengimbalan atau pengimbangan 
atas dasar tingkat kesalahan pelaku. 
2) Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup 
pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. 
Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan 
kesatuan (to maintain social cohesien infact). Pemidanaan merupakan 
salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh 
masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh 
pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga 
membuat benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan 
pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif 
menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan 
masyarakat secara kolektif (collective cleaning of guilt) ditujukan untuk 
memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk 
bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum. 
Selain dikenal adanya teori pembalasan (retribution), teori pencegahan 
(deterence),  dan teori reformation (perbaikan), dalam hukum pidana Islam 
dikenal adanya afwun (pemaafan). Jika seseorang telah melakukan sebuah dosa 
atau kejahatan, maka orang tersebut masih bisa diberi ampunan dari pihak 
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                            
                          
                           
           
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa.36 
 Salah satu perbedaan hukum Pidana Islam dengan hukum positif terlihat 
jelas pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan ini terletak 
pada dipertimbangkannya hak dari korban penganiayaan atau hak bagi keluarga 
pada kasus pembunuhan. Berbeda dengan hukum positif, tindak pidana 
pembunuhan merupakan sebuah permasalahan hukum publik sehingga hak 
sepenuhnya berada di tangan negara dalam hal ini diatur dalam undang-undang. 
Walaupun keluarga korban memaafkan seorang pelaku pembunuhan, tidak akan 
mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga 




                                                 
36Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 27. 
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C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia 
1. Pengertian Pemasyarakatan  
Istilah pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum bernama 
Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang kini 
disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat 
“KEMEMKUMHAM”. Pemasyarakatan oleh Beliau dinyatakan sebagai tujuan 
dari pidana penjara. 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan 
untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana.37 
Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan 
semakin baik dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang 
ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem 
pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Sistem pemasyarakatan 
dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggungjawab. 
                                                 
37Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
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Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan 
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari 
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja 
objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang 
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan 
pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-
faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan 
dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang 
dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan 
Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan 
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.38 
Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan 
pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan 
pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari 
sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan 
dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut 
dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.39 
Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa hubungan antara sistem peradilan 
pidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu mata rantai yang pada 
dasarnya tidaklah putus. Hubungan antara kedua sistem ini merupakan gambaran 
dari bagaimana hukum pidana bekerja antara norma-norma yang ditentukan di 
                                                 
38Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
39Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam 
Proses Penahanan di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), h. 228. 
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dalam aturan perundang-undangan. Pencapaian tujuan akhir dari politik hukum 
pidana tidak akan pernah tercapai tanpa adanya suatu kebijakan yang terpadu 
(integrated). Bukan hanya pada sistem peradilan pidana saja atau sistem 
pemasyarakatan secara terpisah, akan tetapi keterpaduan dua sistem ini sangat 
menentukan dalam pencapaian tujuan pemidanaan.40 
 
2. Tujuan Pemasyarakatan 
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Sistem 
Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 
Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya 
untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya 
dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia 
dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.41 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan 
berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi 
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang di maksud dengan 
                                                 
40Eva Achjani Zulha, dkk, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem 
Pemasyarakatan (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 95. 
41Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 106  
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“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan 
Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Dalam dokumen cetak biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem 
Pemasyarakatan tahun 2009, Bab 2, disampaikan bahwa reintegrasi sosial adalah 
filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan pemasyarakatan.42 
 Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang suadah 
jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence 
(penjaraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak 
ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk 
membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai 
seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi 
reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara 
terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan 
untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan 
masyarakatnya (reintegrasi).   
3. Asas-Asas Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 
berdasarkan asas : 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 
                                                 
42Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Geneologis Terhadap 
Pemenjaraan (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 106 
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g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu.43 
Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah : 
“Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 
dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya 
kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di 
dalam masyarakat. 
“Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan 
pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-
bedakan satu dengan yang lainnya. 
“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan 
dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekelurgaan, 
keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 
“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang 
yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai 
manusia. 
“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah 
Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu 
tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki diri. Selama 
di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang 
lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi 
                                                 




seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat 
tidur, latihan, keterampilan, olahraga atau rekreasi.
44
 
“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di 
LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan 
tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota 
masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga 
seperti program cuti mengunjungi keluarga. 
D. Hak Narapidana 
Manusia sebagai ciptaan makhluk Allah SWT yang mengembangkan tugas 
mengelola dan memelihara alam semesta sebagai khalifah di bumi dengan penuh 
tanggung jawab untuk kesejahteraan  umat manusia itu sendiri, oleh sang 
pencipta-Nya dianugerahi hak untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat 
serta menjamin keselamatan dirinya. Hak adalah segala sesuatu yang harus 
didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. 
Adapun hak-hak warga negara meliputi: jaminan atas hidup dan harta 
kekayaan, perlindungan kehormatan, kepribadian dan jaminan kehidupan pribadi, 
jaminan kebebasan pribadi, hak untung menentang tirani, kebebasan 
mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan ucapan 
hati nurani dan keyakinan, perlindungan terhadap sentimen-sentimen keagamaan, 
perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang, hak atas kebutuhan-
kebutuhan hidup pokok, persamaan kedudukan di hadapan hukum, penguasa tidak 
                                                 
44Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 107. 
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kebal hukum, hak untuk menjauhi perbuatan dosa, hak ikut serta dalam urusan 
negara.45 
Sebagaimana telah ditegaskan  dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup 
dan kehidupannya.46 Tak terkecuali seorang Warga Binaan Pemasyarakatan juga 
berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya walaupun dibatasi hak-
hak tertentunya karena telah melakukan sebuah kejahatan. 
Adapun hak-hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 bahwa Narapidana berhak : 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
5. Menyampaikan keluhan; 
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya; 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
11. Mendapat pembebasan bersyarat; dan  
                                                 
45Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM – Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum 
Pidana Internasional (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 15-16. 
46Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A. 
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12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.47 
Narapidana dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk 
mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan 
ibadanya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, 
memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh 
pendidikan yang layak dan sebagainya.  
Sistem pemasyarakatan mentikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, 
pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan 
kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. 
Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem 
pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga 
binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.48 
E. Pembinaan Narapidana di Indonesia 
Saat Narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka 
hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana 
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan. Walaupun hilang kemerdekaannya, ada hak-hak Narapidana 
yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam praktik 
pembinaan Narapidana di Indonesia, seharusnya Narapidana dibina dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Mengingat tidak semua Kota/Kabupaten 
memiliki LAPAS, maka Narapidana akan dibina di Rumah Tahanan Negara 
                                                 
47Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
Pasal 14. 
48Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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(RUTAN). RUTAN akan dialih fungsikan sebagai LAPAS untuk pembinaan 
Narapidana di setiap daerah yang tidak memiliki LAPAS dan begitupun 
sebaliknya jika tidak ada RUTAN, maka lapas akan difungsigandakan sebagai 
RUTAN. 
Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan 
berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka 
untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun 
elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.49 
Mengenai pembinaan Narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni50: 
PASAL 2 
1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan kepribadian dan kemandirian. 
2. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Pemasyarakatan. 
PASAL 3 
 Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 
1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 
3. Intelektual; 
                                                 
49Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
50Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
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4. Sikap dan perilaku; 
5. Kesahatan jasmani dan rohani; 
6. Kesadaran hukum 
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat; 
8. Keterampilan kerja; dan 
9. Latihan kerja dan produksi. 
PASAL 6 
1. Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. 
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian atas kegiatan program pembinaan. 
3. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan 
pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat. 
PASAL 7 
1. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. 
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas (tiga) 
tahap, yaitu : 
a. Tahap awal; 
b. Tahap lanjutan; dan 
c. Tahap akhir. 
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui 
sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina 
Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatn, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. 
39 
 
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, 
penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. 
5. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
PASAL 9 
1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus 
sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. 
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf b meliputi : 
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal 
sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan  
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 
pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. 
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan 
berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. 
PASAL 10 
1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi : 
a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 
satu (1) bulan; 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
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2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
meliputi : 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan; 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan 
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
meliputi : 
a. Perencanaan program integrasi; 
b. Pelaksanaan program integrasi; dan 
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. 
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib 
memperhatikan hasil litmas. 
6. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri. 
PASAL 11 
1. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS. 
2. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. 
3. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan 
tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. 
F. Pandangan Hukum Islam tentang Pembinaan Narapidana 
Di Indonesia hukuman penjara disebut dengan istilah Lembaga 
Pemasyarakatan, dimana para Narapidana dibina agar dapat memperbaiki diri, 
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menyadari kesalahan agar tidak melakukan kejahatan lagi dan bisa bertobat atas 
tindakan yang dilakukan sebelumnya. Seseorang yang dianggap bertobat apabila 
memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya. Demikian pula dengan 
pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan pengadministrasiannya agar dijalankan 
secara baik sehingga mendukung para Narapidana bertobat. Ulama bahkan 
mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan 
untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena 
membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.51 
Dalam hukum pidana Islam, pidana penjara merupakan pidana yang 
tergolong dalam hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir adalah bentuk hukuman yang 
tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan penentuan hukumnya 
menjadi kekuasaan hakim. Hukuman ta’zir bertujuan mencegah yang 
bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeraan 
kepada pelaku. Ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus 
mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuata serupa. Ulama lain mengatakan 
bahwa ta’zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum 
dengan hukuman had atau kafarat.52 
Para ulama berbeda pendapat mengenai lagalitas pidana penjara. 
Alasannya, di zaman Rasulullah SAW  dan Abu Bakar As-Siddiq  tidak ada 
lembaga penjara dan keduanya hanya mengasingkann seseorang  disuatu tempat. 
Namun apa yang dilakukan Rasulullah SAW  ini tidaklah berarti bahwa pidana 
penjara tidak disyariatkan dalam hukum Islam. Sampai pada masa Umar bin 
Khattab, dimana penduduk semakin banyak dan kian menyebar luas sehingga 
                                                 
51Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta; Amzah, 2014), h. 154. 
52Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam-Fiqh Jinayah (Cet I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 593-594. 
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muncul kebutuhan diadakannya pidana penjara53. Berikut adalah dasar yang 
memperkuat dianjurkannya pidana penjara dalam Islam sebagaimana firman Allah 
SWT dalam QS An-Nisa/4: 15. 
 
                      
                      
             
Terjemahnya : 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 
Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah 
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, 
atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.54 
Ayat diatas bisa menjadi dasar diadakannya pidana penjara. Ayat ini 
menunjukkan perintah untuk menahan dan memenjarakan dalam rumah sehingga 
dapat diartikan pula sebagai pensyariatan diadakannya pidana penjara. Kemudian 
dasar dari Sunnah bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seorang tertuduh 
selama sehari semalam dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini 
dilakukan karena dikhawatirkan tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang 
bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan Rasulullah ini 
menunjukkan disyariatkannya pidana penjara. Adapun dasar dari Ijma Sahabat 
tampak ketika Umar bin Khattab membeli rumah Syafwan bib Umayyah dengan 
harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara dan tidak satupun yang 
mengingkarinya ataupun protes.55 
                                                 
53http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-
islam.html?m=1 (Diakses Oktober 2018) 
54Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 80. 
55http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-
islam.html?m=1 (Oktober 2018). 
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Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan 
Umar sebagaimana yang telah dijeaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan 
tindakan Utsman yang memenjarakan antara lain, Zhabi’ bin Harits, seorang 
pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin 
Zubair di Mekah. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga 
menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan 
apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak 
bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu 
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.56 
1. Hukuman Penjara Terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya 
dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku 
jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci 
Ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang 
dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang 
berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu. 
Tidak ada kesepakatan di kalangan Fuqaha mengenai batas maksimum 
hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi’iyah, batas maksimumnya adalah 
satu tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam had zina 
yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta’zir tidak boleh melebihi hukuman 
had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi’iyah menyepakati pendapat tersebut. 
Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantara para pelaku 
ada yang dikenakan hukaman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas 
waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung pada pelaku dan jarimahnya. 
                                                 
56M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta; Amzah, 2016), h. 101. 
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Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan 
pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta’zir. Oleh sebab itu, hal 
tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, 
tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak 
ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-
Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut 
Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada 
penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara 
(ta’zir) ditentukan batasnya, sama dengan had dan itu berarti tidak adanya 
bedanya antara hukuman had dan ta’zir. 
 
2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, 
berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. 
Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah 
diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam 
hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti 
menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain 
kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, 
apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman 
penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara). 
Sementara itu, hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) 
dikenakan, antara lain kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, 
melakukan homeseksual, mempraktekkan sihir, serta mencuri untuk ketiga 
kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut 
imam yang lain. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang 
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dan merayu istri atau anak perempuan orang lain sehingga ia keluar rumah lalu 
hancurlah rumah tangganya. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum 
bertobat bertujuan mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga 
Pemasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila 
menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. 
Sedang praktek pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun 
Rumah Tahanan Negara senantiasa mengajurkan untuk berbuat kebaikan dan 
menjauhi sifat-sifat buruk. Hal ini dilakukan dengan cara mengajarkan ilmu 
agama, mengajar mengaji, menganjurkan untuk shalat berjamaah dan berusaha 
untuk membantu warga sekitar. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran /3; 104 : 
                       
                 
Terjemahnya : 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang 
munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.57 
Maksud Ayat ini, hendaklah ada segolongan yang siap memegang peran 
ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap inividu umat sesuai dengan 
kapasitasnya.58Agama Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa berlomba-
lomba dalam kebaikan dan bahkan banyak sekali dalil yang menganjurkan agar 
manusia itu bersaing dalam setiap kebaikan. 
Rasulullah SAW bersabda : 
 
                                                 
57Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok: Sabiq, 2013), h. 63. 
58Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 
2017), h. 138. 
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 َلَاق ُتْعِمَس َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ِّيِرْدُخْلا ِدْيِعَس ْيَِبا ْنَع  ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر
 ْمَل ْنَِإف ِِوناَسِلَِبف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنَِإف ِهِدَِيب ُهْر ِّ يَغ ُيْل َف اًرَكْنُم ْمُكْنِم ىََأر ْنَم : ُلْوُق َي َمَّلَسَو
ملسملا هور( ِناَمْيْلْا ُفَعْضَأ َكِلَذَو ِوِبْلَقَِبف ْعِطَتْسَي( 
Artinya: 
Dari Abu Sa’id al-Khudriy ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda: “Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan 
tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu 
maka dengan hatinya, dan yang demikian itu tingkatan imam paling lemah” 
(HR.Muslim).59 
Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk mengubah kemungkaran. 
Kemungkaran tersebut harus diubah agar berganti menjadi kebaikan sesuai 
dengan kadar kemampuan seseorang. Apabila keburukan merajalela, maka semua 
anggota masyarakat wajib bergerak untuk memperbaikinya dan menyingkirkan 
kerusakan. 
Disinilah fungsi Pemasyarakatan untuk mengubah perilaku buruk 
Narapidana yang sebelumnya melakukan kejahatan supaya bisa bertobat dan tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan bukan cuma tugas dari pegawai 
LAPAS atau RUTAN saja, ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan 
masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang baik dari 
sisi negara maupun agama.  
Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar 
Ma’ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma’ruf Nahi Munkar merupakan pilar dasar dari 
pilar-pilar akhlak yang mulia. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah 
                                                 
59Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistha, Penerjemah Muhammas Rais, Alwafi Hadist 




merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang 
mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Sesungguhnya diantara 
peran-peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan diri kepada 










A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Field 
Research Kualitatif (penelitian lapangan). Dimana penelitian kualitatif bertujuan 
untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 
manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realita 
sebagaimana yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivise.60 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Majene. Khususnya pada wilayah kerja 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Majene. Pertimbangan Penulis 
memilih penelitian di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Majene, karena 
lembaga tersebut yang bertanggung jawab menangani tentang proses pembinaan 
Narapidana yang ada di Majene. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Yuridis dimana suatu metode yang menekankan pada 
suatu penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Pendekatan Sosiologis dimana suatu pendekatan yang melihat kaidah-
kaidah yang terdapat pada penelitan ilmu sosiologi. Dalam penelitian 
ini mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat. 
3. Pendekatan Syar’i dimana suatu pendekatan yang melihat kaidah-
kaidah yang terdapat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, 
Hadis, Ijma dan Qiyas. 
                                                 




C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yaitu di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Majene. Sumber data 
primer ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak yang mengetahui atau 
menguasai permasalahan. Sumber datanya diambil dari informan yang terdiri dari 
Pegawai RUTAN yang berjumlah lima (5) orang, Narapidana yang berjumlah 
lima (5) orang dan masyarakat yang berjumlah lima (5) orang.  
 
Tabel 1 Daftar Informan Wawancara 
No. Informan Jumlah Keterangan 
1. Pegawai Rutan 5 orang 
1. I Wayan Nurasta  Wibawa 
2. Muh. Arham 
3. Muh. Farid Saputra IK 
4. Safwan 
5. Yusrianto 
2. Narapidana 5 orang 
1. Firdaus 
2. Irham 
3. Indra Didi Yudha 
4. HR. Aswar Husain 
5. Riswan 
3. Masyarakat 5 orang 







 Jumlah Informan 15 orang  
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan 
karya tulis ilmiah terkait masalah yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Dokumentasi 
Adalah metode pengumpulan data langsung dari tempat penelitian, 
meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-
foto, file documenter,  file recorder dan data lain yang relevan dengan penelitian.  
2. Observasi 
Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung yang 
dilakukan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya 
dalam upaya mengumpulkan data penelitian.61 
3. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Dalam penulisan ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 
dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan telah tersusun rapi dan ketat.62 
                                                 
61Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 3; Bandung: 
Alfabeta, 2011), h. 105. 
62Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 35; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2016), h. 186. 
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E. Instrumen Penelitian  
Instrumen adalah data yang dipakai untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah 
dokumen, pedoman observasi, dan wawancara. Instrumen inilah yang akan 
menggali data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh  baik data primer dan data sekunder akan diolah, lalu 
dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dijalankan dengan mengkaji secara 
mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu 
dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik 
kesimpulan. 
Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 91 Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan 50 Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene. Lalu 
dilakukan penarikan sampel sebanyak 10 orang. Kemudian proses penarikannya 
dengan cara simple random sampling design, dengan cara pelaksanaannya yang 
sederhana dengan sistem acak. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka Peneliti  
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
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Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh Peneliti. Sebagai contoh, data  
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga    
data yang didapat  menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 






PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 
IIB MAJENE 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene adalah Unit Pelaksana Teknis 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. 
RUTAN Klas IIB Majene menyelenggarakan tugas-tugas pokok Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai gambaran umum 
bahwa Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene selain melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi sebagai satuan kerja unit pelaksana teknis, juga memiliki 
tanggung jawab terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatn sebagai tugas 
pokok. 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene berada di Kabupaten Majene,  
Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang ke 33 di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Provinsi yang muda 
usianya namun tidak demikian dengan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene 
yang sudah lama berdiri. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene berlokasi di 
jalan Andi Tonra No. 13, Kabupaten Majene. 
Adapun pembagian ruangan yang terdapat di dalam Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene antara lain : 
a. Ruang Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene 
b. Ruang Subseksi Satuan Pengamanan 
c. Ruang Subseksi Pelayanan Tahanan 
d. Ruang Subseksi Pengelolaan 
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e. Ruang Aula 
f. Ruang kunjungan 
g. Blok penghuni yang terdiri dari 4 blok (kapasitas 98 orang) 
h. Tempat ibadah (Masjid) 
i. Ruang Poliklinik 
j. Perpustakaan 
k. Ruang dapur 
l. Bingker (ruang keterampilan kerja) 
m. Sarana Olahraga. 
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Majene 
a. Kedudukan 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene adalah unsur Unit Pelaksanan 
Teknis dengan tugas membantu Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sulawesi Barat untuk melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau 
terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan serta melakukan pembinaan 
terhadap warga binaan pemasyarakatan. 
b. Tugas 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene bertugas melaksanakan 
perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku serta memberikan bimbingan kegiatan bagi 
tahanan, meliputi : 
1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi 




2) Mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan 
3) Memberikan bimbingan bagi tahanan. 
c. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene 
menyelenggarakan fungsi : 
1) Melakukan pelayanan tahanan 
2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib 
3) Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara 
4) Melakukan urusan tata usaha 
d. Visi dan Misi 
Hampir setiap instansi mempunyai sebuah visi dan misi. Para pengelola 
instansi biasanya akan menggagas impian atau tujuan yang ingin dicapai. Selain 
tujuan utama, perlu juga adanya gagasan-gagasan mengenai target-target baik 
jangka pendek maupun jangka panjang. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada gagasan tertulis di dalam 
sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan 
atau pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk 
tulisan supaya seleruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah 
instansi terkait. 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dalam menjalankan tugas 
sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Sulawesi Barat, mempunyai sebuah visi dan misi yang ingin 









Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan 
didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi yang mampu mewujudkan 
tertib pemasyarakatan 
MISI 
1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan 
secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi 
manusia. 
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada 
akuntabilatas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
pemasyarakatan. 
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara 
konsisten dan berkesinambungan. 
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder. 
Dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene di atas, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Upaya pemberdayaan segala 
potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun anggaran yang tersedia 
secara tepat guna dan tepat sasaran. 
3. Data Pegawai dan Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Majene 
a. Data Pegawai 









Tabel 2 Data Pegawai 
No. Nama Jabatan 
1. 
I Wayan Nurasta Wibawa, A. 
Amd. IP, S.Sos , M.Si 
Kepala Rutan Majene 
2. Mesran, S.Pd Kepala Kesatuan Keamanan 
3. Rifai Kepala Pengelolaan 
4. Muhammad Arham, S.Ag Kepala Pelayanan Tahanan 
5. Aspar, S.Pdi Pengelola Kepribadian 
6. Nurhaida Kapa, S.Hi Pengelola Data Kepegawaian 
7. Martani Pengadministrasi Layanan Kunjungan 
8. Muliadi Komandan Jaga 
9. Muh. Syahib Komandan Jaga 
10. Nardin  Pengelola Kemandirian 
11. Usman Tager Pengelola Kemandirian 
12. Basri Bakri Komandan Jaga 
13. Dewi Mashita Gela, S.Kom Pengelola Data Kepegawaian 
14. Munardi Sakti, S.Pdi Komandan Jaga 
15. Nuhaider Bakri, SP Petugas/Anggota Jaga 
16. M. Ichsanulhaq, SE Petugas/Anggota Jaga 
17. Sirajuddin Nur Petugas/Anggota Jaga 
18. Munafri Petugas/Anggota Jaga 
19. Ahmad Gazali, Amk Pengelola Data Kesehatan 
20. Muhammad Thaha, A. Md. Kom Pengelola Keuangan 
21. 
Muh. Farid Saputra IK., A.Md. 
Kep 
Penelaah Status WBP 
22. Akram  Petugas/Anggota Jaga 
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23. Abdurrochiem Sholeh Pengelola BMN 
24. Sukriadi  Petugas/Anggota Jaga 
25. Sahabuddin  Pengawal Napi/Tahanan 
26. Hamka Idrus Petugas/Anggota Jaga 
27. Burhanuddin  Petugas/Anggota Jaga 
28. Asrullah  Petugas/Anggota Jaga 
29. Nurjannah  Pengadministrasi Keuangan 
30. Wahyudi, A.Md.P Penelaah Status WBP 
31. Tonni Brandons, A. Md.P Penelaah Status WBP 
32. Ilham  Bendahara Satker 
33. Rahmat  Pengawal Napi/Tahanan 
34. Muhammad Sutrisno Pengawal Napi/Tahanan 
35. Hajrah  Pengawal Napi/Tahanan 
36. Yusrianto Pengelola Kemandirian 
37. Debbi  Pengelola Data Kepegawaian 
38. Muh. Atthar Petugas/Anggota Jaga 
39. Fewaris Effendy Pengelola SDP 
40. Safwan  Pengelola Kepribadian 
41. Nurul Utami Hardianti T. Pengelola Database 
42. M. Sadli Bendahara Penerima 
43. Misbahuddin  Petugas/Anggota Jaga 
44. Muh. Nashrulhaq Mahbub Penjaga Tahanan 
45. Jasman  Penjaga Tahanan 
46. Muh. Zulham Said Penjaga Tahanan 
47. Muh. Muaffiqfarunnur  Penjaga Tahanan 
48. Ulva Agriani Penjaga Tahanan 
49. Zulkifli  Penjaga Tahanan 
50. Wahyudi Pengawal Napi/Tahanan 
b. Data Penghuni 
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Berikut adalah data penghuni Narapidana dan Tahanan yang ada di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene : 
 
 








L W L W L W L/W 
Napi B.I - - 74 8 74 8 82 
 
Narapidana 
= 91 orang 
Napi B.II a - 1 4 1 4 2 6 
Napi B.II b - - - - - - - 
Napi B.III - - - - - - - 
Napi B.III S - - 2 1 2 1 3 
Jumlah - 1 80 10 80 11 91 
Keterangan : 
Napi B.I : Pidana 1 tahun keatas 
Napi B.II a : Pidana 1 tahun kebawah 
Napi B.II b : Pidana 3 bulan kebawah 
Napi B.III : Pidana kurungan termasuk pidana pengganti denda 
Napi B.III S : Narapidana yang menjalani Subsidier 








L W L W L W L/W 
TAH A.I - - - - - - - Tahanan = 
50 orang TAH A.II 1 - 10 - 11 - 11 
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TAH A.III - - 33 2 33 2 35 
TAH. IV - - 4 - 4 - 4 
TAH A.V - - - - - -  
Jumlah 1 - 47 2 48 2 50 
 
Keterangan : 
 TAH A.I : Tahanan Kepolisian 
 TAH A.II : Tahanan Kejaksaan 
 TAH A.III : Tahanan Pengadilan 
 TAH A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi 
 TAH A.V : Tahanan Mahkamah Agung 
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Majene 
Adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan atau di dalam RUTAN  tidak terlepas dari sebuah dinamika yang 
bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam 
menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa  hukuman. 
Selanjantunya pembinaan diharapkan agar para Narapidana mampu 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. 
Kegiatan di dalam LAPAS atau RUTAN bukan sekedar untuk menghukum atau 
menjaga Narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak 
mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. 
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene 
dimulai dari masa pengamatan dan pengenalan lingkungan yang merupakan tahap 
awal pembinanaan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program 
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pembinaan. Kemudian pembinaan tahap lanjutan yang merupakan kegiatan 
lanjutan dari program pembinaan yang diberikan didalam RUTAN. Pada tahap ini 
pengawasan sudah memasuki pada tahap Medium Security. Tahap kedua dimulai 
sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidananya dan pada tahap ini pengawasan Narapidana memasuki tahap Minimum 
Security. Selanjutnya pembinaan tahap akhir yang berupa perencanaan dan 
pelaksanaan program integrasi. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana 
yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat 
(CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) dan pembinaan dilakukan diluar RUTAN 
oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).63
 
 Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada Narapidana sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berupa pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk 
membangun karakter Narapidana yang terkait dengan pembinaan pribadi. 
Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberi bekal keterampilan 
kerja bagi Narapidana dalam mencari pekerjaan setelah selesai masa pidananya di 
dalam RUTAN.64 
1. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan Kepribadian merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dalam rangka untuk menumbuhkan 
kepercayaan dan kemampuan diri para Narapidana supaya bisa kembali diterima 
oleh masyarakat setelah habis masa pidananya serta bisa bersikap dan berperilaku 
                                                 
63Muh. Farid Saputra IK, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten 
Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018. 
64I Wayan Nurasta Wibawa, Kepala RUTAN Klas IIB Majene, Kabupaten Majene, 
Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018. 
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sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan 
Kepribadian yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene yaitu65 : 
a. Pembinaan Kesadaran Beragama 
Pembinaan kesadaran beragama dilakukan sesuai ajaran Islam karena 
semua Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Majene menganut agama Islam. Usaha ini diperlukan agar dapat meneguhkan 
iman para Narapidana terutama  memberi pengertian agar Narapidana dapat 
menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-
perbuatan yang salah. Pembinaan Kesadaran Beragama meliputi : 
1) Ceramah Agama 
2) Shalat berjamaah ( shalat wajib, shalat jumat dan shalat hari raya) 
di Masjid yang ada di Rutan Klas IIB Majene. 
3) Tadarus Al-Quran. 
4) Pelaksanaan dzikir dan doa bersama dalam memperingati hari-hari 
besar Islam 
Kegiatan pembinaan Kesadaran Beragama baik yang dilaksanakan oleh 
Pegawai RUTAN, petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Majene ataupun 
oleh Narapidana sangtlah penting karena pada dasarnya setiap perbuatan manusia 
itu dipengaruhi oleh kondisi mental dan nilai agamanya. Dengan kegiatan 
pembinaan Kesadaran Beragama tersebut diharapkan setiap Narapidana sadar 
akan kesalahan yang pernah dilakukan dan selanjutnya tidak akan mengulangi 
perbuatan yang salah tersebut.66 Kegiatan Agama tersebut dimaksudkan : 
                                                 
65Safwan, Pengelola Kepribadian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh 
penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018. 
66Safwan, Pengelola Kepribadian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh 
penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018. 
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1) Memupuk dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
Narapidana 
2) Kesehatan rohani/mental Narapidana 
3) Menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai agama 
4) Membuka pintu taubatnya akan kesalahan yang pernah dilakukan  
5) Memberikan kejalasan antara nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai 
kesalahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 
6) Meningkatkan pengetahuan beragamanya. 
b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 
Usaha ini dilaksanakan agar Narapidana dapat menjadi warga negara yang 
baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Salah satu kegiatan yang pernah 
dilaksanakan adalah pelaksanaan upacara- upacara tertentu seperti Upacara 17 
Agustus dan Upacara Pengibaran Bendera Hari Kesadaran Nasional serta karya 
bakti HUT TNI ke 73 Tahun di Taman Makam Pahlawan Pamboang, Kabupaten 
Majene.  
c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) 
Rutan Klas IIB Majene juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada Narapidana untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuannya melalui 
sarana perpustakaan RUTAN, perpustakaan keliling, lapak baca yang diadakan 
seminggu sekali, mendengarkan radio, menonton televisi serta membaca majalah 
dan koran. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir 
Narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan 
positif yang diperlukan selama masa pembinaan. 
d. Pembinaan Kesadaran Hukum 
Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Narapidana dilaksanakan dengan 
memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran 
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hukum yang tinggi sehingga kelak selasai menjalani masa pidana sebagai anggota 
masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut 
menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku 
setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. 
e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat 
Pembinaan di bidang ini merupakan pembinaan kehidupan sosial 
kemasyarakatan yang bertujuan agar mantan Narapidana mudah diterima kembali 
oleh masyarakat lingkungannya. Dengan menerapakan sistem Pemasyarakatan 
pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene diarahkan 
pada tercapainya tujuan pembinaan dengan membaurkan Narapidana dalam 
kehidupan masyarakat melaui program : 
1) Asimilasi 
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan yang dilkasanakan dengan membaurkan Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Syarat 
pemberian Asimilasi yang diberikan kepada Narapaidana dengan 
ketentuan berkelakuan baik (tidak menjalani hukuman disiplin dalam 
kurung waktu enam bulan terakhir), aktif melakukan program pembinaan 
dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Khusus 
untuk Narapidana Terorisme, Narkotika dan Prekusor Narkotika, 
Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dan 
Kejahatan HAM yang berat serta Kejahatan Transnasional lainnya harus 
menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.67    
                                                 
67Muh. Farid Saputra IK, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten 
Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018. 
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Asimilasi bagi Narapidana dengan masyarakat luar dilakukan 
dengan jalan kunjungan dari pihak keluarga dan lain-lain. Asimilasi yang 
dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene masih dalam 
taraf luar tembok RUTAN dengan pengawalan. 
Bentuk Asimilasi tersebut meliputi : 
a) Bekerja sebagai tenaga kebersihan halaman luar depan kantor. 
b) Bekerja sebagai tukang cuci mobil. 
c) Membersihkan lingkungan sekitar seperti sungai, pasar dan lain-
lain. 
d) Membantu masyarakat dalam membersihkan rumah yang 
terkena bencana kebakaran. 
2) Pembebasan Bersyarat 
Untuk menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan 
dan penghidupan antara Narapidana dengan masyarakat serta untuk 
pencapaian tujuan pembinaan, maka Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Majene menerapkan program Pembebasan Bersyarat (PB) bagi 
Narapidana yang memenuhi syarat baik substantif dan administratif.  
Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah 
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan 
ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidang kurang dari 9 (sembilan) bulan.  
3) Cuti 
Selain menerapkan program Asimilasi dan integrasi berupa 
Pembebasan Bersyarat, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga 
menerapkan program Cuti. Seperti halnya program Asimilasi dan program 
Pembebasan Bersyarat, program Cuti ini juga sebagai salah satu upaya 
pembinaan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan 
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penghidupan Narapidana dengan masyarakat. Program Cuti yang 
dilaksanakan oleh Rumah Tanahan Negara Klas IIB Majene antara lain : 
a) Cuti Bersyarat (CB) 
b) Cuti Menjelang Bebas (CMB) 
c) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). 
 
 
f. Pembinaan Jasmani 
Bentuk pembinaan Jasmani yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene antara lain permainan bola volly, bola takraw, tennis 
meja, dan bulu tangkis yang dilaksanakan setiap harinya. Olahraga ini 
dimaksudkan untuk menjaga kesehatan jasmani Narapidana.   
2. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan Kemandirian diterapkan dengan tujuan agar suapaya 
Narapidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya 
dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari RUTAN Klas IIB Majene. Pembinaan 
Kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana 
dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggungjawab. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan bakat 
masing-masing Narapidana. Dalam hal ini, bagi Narapidana yang memiliki bakat 
tertentu akan diusahakan pengembangan bakatnya melalui program pembinaan 
Kemandirian.68 
Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Majene antara lain : 
a. Pembinaan Bagi Narapidana Pria 
                                                 
68Yusrianto, Pengelola Kemandirian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh 
penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018. 
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1) Pertukangan Kayu 
Dengan memanfaatkan sarana pertukangan yang ada dan dengan 
memilih Narapidana yang punya latar belakang keahlian di bidang ini, 
hasil-hasil dari pertukangan kayu ini selain untuk kebutuhan kantor, juga 
menerima pesanan dari pegawai RUTAN dan dari pihak luar yan 
melakukan pemesanan. Produk atau dari pertukangan kayu tersebut adalah 
meja, kursi, rak TV dan lain-lain. 
2) Kerajinan Bahan Baku Lidi 
Dengan keahlian yang dimilki Narapidana, kegiatan kerajinan 
bahan baku senantiasa berjalan dengan baik. Adapun hasil-hasilnya 
adalah: 
a) Pembuatan tutup saji dari yang berukuran besar kecil sampai 
dengan ukuran besar. 
b) Pembuatan keranjang 
c) Piring lidi (Rakki) 
d) Pembuatan hiasan dan lain-lain. 
3) Kerajinan Tangan 
Antara lain : 
a) Hiasan dinding 
b) Bingkai foto 
c) Kaligrafi 
d) Asbak rokok 
e) Hiasan meja 
f) Jam dinding 
g) Lampu tidur 
68 
 
Meskipun dengan alat yang sederhana, kualitas dan keunikan dari 
apa  yang telah dibuat oleh Narapidana RUTAN Klas IIB Majene 
membuat warga diiluar RUTAN ikut serta belajar/berlatih membuat dan 
memasarkan produk-produk Warga Binaan Pemasyarkatan tersebut.   
4) Pertanian 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene tidak memiliki lahan 
pertanian, namun halaman belakang dan bagian dalam kantor 
dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, meskipun hasilnya 
tidak seberapa namun para Narapidana sangat antusias untuk 
mengurusnya. Berapa cocok tanam yang pernah dilakukan diantaranya 
menanam cabe, lemon dan kacang panjang.  
5) Budidaya Ikan Lele 
Memanfaatkan keahlian Narapidana, RUTAN Klas IIB Majene 
juga melakukan budidaya ikan Lele. Kegiatan juga mengadakan kerjasama 
dengan Dinas Perikanan Majene untuk mendatangkan bibit ikan lele dari 
luar dan juga membantu memasarkan setelah dilakukan masa panen. 
6) Cukur Rambut 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga mengadakan 
kegiatan rambut yang berada di depan kantor. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengembangkan keterampilan Narapidana pada bidang ini. 
7) Sablon 
Untuk menunjang kegiatan para Narapidana dalam hal melakukan 
kegiatan, para Naraidana juga melakukan Sablon baju untuk memenuhi 
kebutuhan seragam Narapidana dan Tahanan yang ada di RUTAN Klas 
IIB Majene. 
8) Cuci Mobil/Motor 
69 
 
Salah satu kegiatan Kemandirian yang diadakan adalah dengan 
melakukan pencucian Mobil/Motor yang berada di depan kantor RUTAN. 
b. Pembinaan Bagi Narapidana Wanita 
1) Keterampilan Menjahit 
Bagi Narapidana wanita dilakukan kegiatan menjahit untuk 
menambah ketermpilan mereka. Kegiatan ini biasanya disalurkan dalam 
bentuk membuat baju seragam narapidana atau membuat gurden. 
 
 
2) Pembuatan Kerajinan Tangan 
Pembuatan kerajinan tangan dilakukan narapidana wanita 
dibimbing langsung dari pengelola Kemandirian ataupun narasumber dari 
luar RUTAN. Kerajian ini seperti bingkai, tutup saji yang kemudian hasil 
kerajinan tangan tersebut dipasarkan diluar RUTAN. Hasil dari penjualan 
tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan para Narapidana. 
3) Pembuatan Abon 
Selain kerajinan tangan, produk lain yang dibuat adalah abon ikan. 
Produk ini juga dipasarkan diluar RUTANdan hasil penjualannya 
digunakan untuk kebutuhan narapidana. 
Dari hasil-hasil karya Narapidana RUTAN Klas IIB Majene selain untuk 
kebutuhan kantor, juga dilakukan penjualan guna menambah keuangan kantor 
untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Prorses pemasaran dilakukan baik secara 
langsung ataupun melalui media online. Kemudian dana yang diterima melalui 
penjualan keterampilan tersebut akan dimasukkan di khas kantor, pajak untuk 
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negara 10%, diberikan kepada Pengelola Kemandirian dan juga diberikan kepada 
para Narapidana sebagai upah atau premi atas kerja yang telah dilakukan.69 
3. Pelaksanaan Kemitraan (Kerja Sama) 
Menyadari bahwa pembinaan Narapidana berdasarkan sistem 
Pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen Narapidana, 
Petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal 
yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan tersebut 
tujuan Sistem Pemasyarakatan melalui upaya integrasi Narapidana tidak akan 
tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang 
diterapkan. 
Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya 
pembinaan sehingga dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan 
dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan Narapidana. Salah satu 
bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melaui Program Kemitraan dalam 
bentuk berbagai kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 
Negara dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 
Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Majene sebagai sarana kegiatan pembinaan adalah70 :  
a. Untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, sikap dan perilaku dilakukan kerjasama dengan Kementerian 
Agama Kabupaten Majene berupa kegiatan Ceramah atau siraman 
rohani di hari-hari tertentu seperti hari jumat dan hari-hari Besar 
Agama Islam. 
                                                 
69Yusrianto, Pengelola Kemandirian, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara oleh 
penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 24 Juli 2018. 
70Muhammad Arham, Kepala Pelayanan Tahanan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 
wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018. 
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b. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Majene. 
c. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene bekerja sama dengan sanggar senam dalam melatih 
Narapidana. 
d. Untuk meningkatkan keterampilan kerja, Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Majene 
khususnya pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Majene dalam 
memberikan pelatihan otomotif, las, kelistrikan dan pendingin seperti 
lemari es dan AC. 
e. Untuk memperlancar kegiatan budidaya ikan lele, Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene juga melakukan kerjasama dengan Dinas 
Perikanan Kabupaten Majene untuk mendatangkan bibit ikan lele dan 
juga membantu memasarkan 
f. Dalam rangka meningkatkan minat baca para Narpidana, Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene bekerjasama dengan beberapa  
Penggiat Literasi guna melakukan kunjungan di Lapak Baca Antrabez 
RUTAN Majene. 
g. Dalam melaksanakan program Pramuka, Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Majene bekerja sama dengan Pramuka Kwarcab Majene untuk 
melakukan latihan pramuka yang diadakan pada hari-hari tertentu. 
h. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene juga melaksanakan kerja 
sama dengan Polres Majene dalam menjaga ketertiban dan keamanan 
RUTAN. 
i. Dalam rangka pencegahan narkoba di RUTAN Klas IIB Majene dan 
pelaksanaan tes urine Narapidana dan seluruh pegawai RUTAN, 
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Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene melakukan kerja sama 
dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). 
C. Pandangan Narapidana tentang Pembinaan 
Narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah 
Tahanan Negara. Sebenarnya Narapidana harus dipidana dan dibina di Lembaga 
Pemasyarakatan, tidak semestinya didalam RUTAN karena RUTAN hanya 
diperuntukkan bagi para Tahanan, baik Tahanan Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tetapi karena tidak setiap 
Kota Kabupaten mempunyai LAPAS, maka sebagian Narapidana terpaksa 
dititipkan dan dibina didalam RUTAN. 
Pengertian dari RUTAN dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 
angka 2 yang berbunyi “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN 
adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan Pemeriksaan disidang Pengadilan”.71 Sedangkan pengertian dari 
Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.72 Karena 
tidak mempunyai LAPAS, Narapidana yang berada di Kabupten Majene 
kemudian ditempatkan didalam RUTAN untuk dilakukan pembinaan. 
                                                 
71Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
72Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene dari tahun ke tahun terus 
berbenah diri membuat suasana lingkungan kantor RUTAN menjadi lebih bersih, 
indah, sejuk, tentram, aman dan damai dengan membuat taman-taman baik di 
depan kantor maupun didalam kantor, tulisan-tulisan bermakna filosof dan 
beberapa kegiatan-kegiatan pembinaan Narapidana sehingga terkesan nuansa 
pembinaan sangat baik.73 
Narapidana yang dijadikan narasumber dalam penelitiann ini beranggapan 
bahwa kegiatan dan pola pembinaan yang dilakukan pihak RUTAN sangat 
menarik dan mereka dengan terbuka menerima sepenuh hati pembinaan yang 
diberikan karena pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan 
kerohanian dan keterampilan seperti membaca Al-Qur’an, membuat kerajinan, 
olahraga dan kegiatan pramuka. Selain itu sikap pegawai di dalam RUTAN juga 
sangat baik, terbuka kepada setiap Narapidana dan tidak membanding-bandingkan 
satu dengan yang lainnya.74 
Indra Didi Yudha, salah satu Narapidana bersyukur telah dibina di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene karena sebelum masuk didalam RUTAN, 
Narapidana yang bersangkutan kurang lancar mengaji. Setalah dilakukan 
pembinaan secara rutin, maka cara membaca Al-Qurannya bisa lebih baik. Selain 
pengajaran mengaji, tingkat pemahaman terhadap Agama juga bertambah. Dia 
mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berusaha menjadi pribadi 
yang lebih baik dari sebelumya.75 
                                                 
73Irham, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara 
oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018. 
74Firdaus, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 
wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018. 
75Indra Didi Yudha, Warga Binaan Pemasyarakatan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 
wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 30 Agustus 2018. 
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Dampak dari kegiatan pembinaan tersebut yaitu dapat merubah pola pikir 
mereka serta merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, mereka juga 
mendapatkan keterampilan tambahan yang bisa mereka gunakan setelah mereka 
keluar dari RUTAN. Diharapkan dengan adanya pembinaan didalam Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene dapat membentuk watak dan mental baru 
Narapidana agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan 
yang pernah dilakukan dan bisa menghindari untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi. 
Ada tiga komponen penting dalam keberhasilan pembinaan yang 
dilakukan yaitu Narapidana, petugas dan masyarakat76. Keberhasilan pembinaan 
sangat bergantung pada Narapidana itu sendiri, karena Narapidanalah yang 
menentukan apakah dirinya mau menerima dengan senang hati pembinaan yang 
diberikan. Komponen selanjutnya adalah petugas yang memberikan pembinaan. 
Sikap yang baik dari petugas sangat dibutuhkan agar Narapidana mau mengikuti 
seluruh rangkaian pembinaan yang diberikan. Kemudian komponen yang 
menentukan keberhasilan pembinaan adalah masyarakat. Peran masyarakat sangat 
penting dalam pembinaan dikarenakan tujuan utama dari pembinaan 
pemasyarakatan adalah memasyarakatkan Narapidana, artinya dengan pembinaan 
ini diharapkan nantinya Narapidana saat selesai menjalani pidananya dapat 
diterima kembali dalam masyarakat.  
Setelah penulis melakukan wawancara beberapa warga sekitar RUTAN 
Klas IIB Majene, masyarakat disana sangat mengapresiasi pembinaan yang 
dilakukan oleh RUTAN Klas IIB Majene karena pembinaan yang diberikan selain  
membina Narapidana didalam RUTAN juga Narapidana sering melakukan 
kegiatan membersihkan lingkungan sekitar seperti bergotong-royong 
                                                 
76Muhammad Arham, Kepala Pelayanan Tahanan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 
wawancara oleh penulis di RUTAN Klas IIB Majene, 28 Juli 2018. 
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membersihkan pasar, sungai bahkan membantu membersihkan puing-puing rumah 
warga yang terkena musibah kebakaran. Selain kegiatan membersihkan, 
Narapidana RUTAN Klas IIB Majene juga membantu mengantarkan pupuk 
kandang ketempat pertanian warga dan membantu pembangunan WC umum bagi 
masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar dengan berinteraksi 
langsung dengan masyarakat, warga tidak menganggap lagi Narapidana sebagai 
orang-orang jahat yang terasingkan didalam penjara. Dan warga pun akan 
menerima keberadaan mantan Narapidana sebagai bagian dari lapisan masyarakat 
karena menganggap pembinaan yang diberikan sudah bisa memberikan perubahan 
yang baik bagi Narapidana.77    
  Akibat dari perkembangan ilmu kriminologi maka paradigma penjara 
sebagai alat untuk menjerakan Narapidana, sedikit demi sedikit mengalami 
perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesadaran bahwa kejahatan timbul 
disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelemahan sistem dalam masyarakat. 
Menurut paradigma ini, kejahatan mulai dipandang sebagai masalah struktural dan 
bukan hanya semata-mata sebagai masalah individual. Bahwa jera tidak akan 
tumbuh melalui penyiksaan melainkan melalui bimbingan. Oleh karena itu, 
negara berkewajiban memberantas kejahatan bukanlah dengan cara mengeliminasi 
penjahatnya akan tetapi memperbaiki perilaku jahatnya. Pelaku kejahatan lebih 
dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia selaku 
makhluk Tuhan, selaku pribadi dengan berbagai kecenderungannya dan selaku 
makhluk sosial serta selaku manusia sebagai warga negara yang tidak dicabut 
hak-hak konstitusionalnya.78    
                                                 
77Abd. Latif, Warga Lingkungan Saleppa, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, wawancara 
oleh penulis di Lingkungan Saleppa, 15 September 2018. 
78Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Ssitem Peradilan 
Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan 







Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Pembinaan Narapidana di 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Majene Ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Majene mengacu pada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang 
diterapkan adalah pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. 
Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, 
kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intekletual, kesadaran 
hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan jasmani. 
Sedangkan pembinaan Kemandirian meliputi pertukangan kayu, kerajinan 
tangan, pertanian, perikanan, cukur rambut, sablon, cuci mobil/motor, 
keterampilan menjahit, dan pembuatan abon. Dan untuk memaksimalkan 
pembinaan Narapidana, RUTAN Klas IIB Majene mengadakan kerjasama 
dengan beberapa instansi baik perorangan maupun kelompok demi 
tercapainya tujuan pembinaan. Pembinaan yang diberikan juga selaras 
dengan pendapat beberapa ulama yang mengharuskan adanya pembinaan 
bagi para Narapidana untuk memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi 
tindak pidana yang pernah dilakukan. 
2. Pandangan Narapidana terhadap pelaksanaan pembinaan di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Majene bahwa kegiatan dan pola pembinaan 
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yang dilakukan pihak RUTAN sangat baik dan menarik karena pembinaan 
dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian dan keterampilan 
kerja. Pembinaan yang diberikan antara lain membaca Al-Quran, membuat 
kerajinan tangan, olahraga dan kegiatan pramuka. Selain itu sikap pegawai 
RUTAN juga sangat baik, terbuka kepada setiap Narapidana dan tidak 
membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. 
B. Implikasi Penelitian  
1. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pemerintah harus lebih 
memperhatikan dan memberi dukungan untuk memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang ada baik dari sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas 
pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan lebih maksimal. 
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Majene mengingat semakin 
meningkatnya angka kejahatan di wiliyah Kabupaten Majene, diharapkan 
dapat memberikan lahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan 
baru dikarenakan RUTAN Klas IIB Majene sudah over kapasitas. Dan 
seharusnya Narapidana dibina dalam LAPAS agar lebih efektif pembinaan 
yang dilakukan. 
3. Selanjutnya penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada 
mantan Narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan memberikan 
kesempatan bagi mantan Narapidana untuk menujukkan diri bahwa 
mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dan 
tidak akan melakukan kesalahan lagi. Inilah tugas bagi semua orang bukan 
hanya pihak RUTAN untuk menyakinkan masyarakat agar dapat terbuka 
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Pertanyaan untuk Pegawai Rutan : 
1. Bagaimana Perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan 
Narapidana? 
2. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh RUTAN Klas IIB 
Majene terhadap Narapidana? 
3. Bagaimana respon Narapidana terhadap pelaksanan pembinaan? 
4. Bagaimana tahapan pembinaan Narapidana? 
5. Bagaimana pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain? 
6. Bagaimana jika Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu selama 
proses pembinaan? 
7. Bagaimana mengoptimalkan pembinaan Narapidana? 
8. Apakah dalam melakukan pembinaan dilakukan kerjasama dengan pihak 
atau instansi dari luar? 
9. Bentuk kerjasama apa yang biasa dilakukan? 
10. Apa tujuan dari pembinaan Narapidana? 
11. Apakah ada perbedaan dalam proses pembinaan di RUTAN dan di 
LAPAS? 
12. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki RUTAN Klas IIB Majene? 
13. Apa saja kendala yang dialami saat melakukan pembinaan? 
14. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 





Pertanyaan untuk Narapidana : 
1. Sudah berapa lama Saudara menjalani masa pembinaan? 
2. Apa saja jenis-jenis pembinaan yang diberikan oleh pihak RUTAN? 
3. Bagaimana pola pembinaan di RUTAN menurut Saudara? 
4. Apakah saudara tertarik mengikuti pola pembinaan yang diberikan oleh 
petugas? Apa alasannya? 
5. Apakah saudara bersungguh-sungguh mengikuti pola pembinaan yang 
diberikan? 
6. Apakah dalam mnegikuti pembinaan Saudara mendapatkan masalah? 
7. Apakah ada perubahan setelah mengikuti kegiatan pembinaan? 
8. Bagaimana menurut Saudara tentang perlakuan petugas selama mengikuti 
pembinaan? 
9. Apa saja kekurangan RUTAN Klas IIB Majene dalam melakukan 
pembinaan? 
10. Apa kesan yang Saudara dapatkan selama mnejalani masa pembinaan? 
 
Pertanyaan untuk Masyarakat : 
1. Apa saja kegiatan yang dilakukan pihak RUTAN? 
2. Bagaimana menurut Saudara terhadap kegiatan-kegiatan pihak RUTAN? 
3. Apakah kegiatan tersebut berdampak pada masyarakat? 
4. Menurut Saudara, apakah tindakan RUTAN sudah baik guna memberikan 
pembinaan terhadap Narapidana? 
5. Saat seorang Narapidana telah bebas, apakah masyarakat akan bisa 
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